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The number of divorce cases phenomena that caused by domestic violence in Indonesia 
today are strongly interested in discussion among legal practitioners, academicians, media, 
and human rights activists. Divorce that caused by domestic violence is not only generally 
influenced to women and children, but also to someone who are living in the house including 
to the family employers. This phenomenon is more considerable to be explored 
comprehensively because it has not yet enough published among the people who have a limited 
knowledge in law. Therefore this article will explain briefly on how to fulfill of the economic 






















ewasa ini angka perceraian di Indo-
nesia dipandang masih cukup 
tinggi dibandingkan dengan negara-
negala lainnya yang menerapkan hu-
kum Islam. Masih tingginya angka 
perceraian tersebut dilatarbelakangi oleh 
berbagai sebab, di antaranya yaitu kare-
na salah satu pihak tidak melaksanakan 
kewajiban, perselisihan terus-menerus, 
persoalan moral, kekerasan dalam 
rumah tangga (KDRT), dan sebab 
lainnya. 
Untuk menjelaskan lebih kompre-
hensif tentang pemenuhan hak ekonomi 
korban perceraian akibat KDRT, terlebih 
dahulu penting untuk menjelaskan ba-
gaimana instrumen hukum perkawinan 
di Indonesia mengatur masalah perce-
raian, terutama dalam hubungannya 
dengan pemenuhan hak atas perlin-
dungan hukum dan hak ekonomi bagi 
korban perceraian akibat KDRT. 
Instrumen hukum di Indonesia yang 
mengatur masalah perceraian diatur da-
lam Pasal 38-39 Undang-Undang Nomor 
l Tahun l974 tentang Perkawinan, se-
dangkan pelaksanaannya diatur dalam 
Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 
Tahun l975 tentang Pelaksanaan Un-
dang-Undang Nomor l Tahun l974 
tentang Perkawinan. Selain itu, aturan 
perceraian juga telah diatur dalam Pasal 
116-117 Instruksi Presiden Nomor 1 
Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum 
Islam. 
Namun yang menarik untuk dikaji 
lebih lanjut dalam tulisan ini adalah 
bagaimana pemenuhan hak ekonomi 
korban perceraian akibat KDRT dilihat 
dari perspektif Undang-undang Nomor 
23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia, dan terlebih 
lagi jika dibandingkan dengan instru-
men hukum internasional. Menurut 
pandangan penulis, semua instrumen 
hukum tersebut bisa menjadi rujukan 
penting untuk mengkaji lebih jauh 
bagaimana pemenuhan hak ekonomi 





Pemenuhan Hak Ekonomi  
Menurut Hukum Hak Asasi Manusia 
 
Istilah hak diambil dari bahasa Arab 
al-haqq atau al-shultah, yang berarti hak, 
kekuasaan, atau kewenangan. Dalam ba-
hasa Inggris, ia identik dengan kata 
rights. Dari segi terminologi, hak adalah 
sesuatu yang melekat pada diri manusia, 
bersifat universal, dan tidak dapat dica-
but, serta terkait dengan adanya kewa-
jiban terhadap orang lain.1 Dengan kata 
lain, hak dan kewajiban bersamaan 
kedudukannya dalam bentuk hubungan 
sebab akibat. Dalam premis hukum, 
dikenal istilah "di mana ada hak, maka di 
                                                          
1Jack Donnelly, Universal Human Rights in 
Theory and Practice, (Ithaca and London: Cornell 





situ ada kewajiban" (where are the rights, 
there are the obligations).2 
Sedangkan term hak asasi manusia 
(HAM), dalam bahasa Arab disebut al-
huquq al-insaniyah al-asasiyyah, sedang-
kan dalam bahasa Inggris kini populer 
dengan istilah human rights. Dengan 
demikian, HAM dapat diartikan sebagai 
hak asasi manusia yang paling funda-
mental, universal, tidak dapat dicabut, 
abadi, dan terkait dengan adanya kewa-
jiban. Seseorang tidak dapat memak-
sakan kehen-daknya kepada orang lain 
karena telah dibatasi oleh kewajiban 
yang dipikulnya. 
Chandra Muzaffar memberikan defi-
nisi hak asasi manusia (human rights) 
sebagai hak-hak individu paling funda-
mental yang mencakup atas hak-hak 
hidup dalam bidang politik, hukum, 
ekonomi, sosial, dan budaya. Hak-hak 
tersebut merupakan kebutuhan menda-
sar yang secara alami dimiliki oleh 
setiap individu dan kelompok dalam 
masyarakat tanpa membeda-bedakan 
suku, bangsa, agama, jenis kelamin, dan 
status sosial lainnya. Kesemuanya itu 
termasuk dalam makna intengral ȃHAM 
universalȄ.3 
Untuk pemenuhan hak ekonomi te-
lah dijelaskan dalam instrumen hukum 
internasional, yakni dalam Universal 
Declaration of Human Rights (UDHR): 
Pasal 22: 
                                                          
2
 Subhi Mahmasani, Huquq al-Insan fi al-Islam, 
(Cairo, Mesir: Dar al-Maktabah al-Mishriyyah, t.th), 
hlm. 13. 
3
 Chandra Muzaffar, From Human Rights to 
Human Dignity dalam Debating Human Rights: 
Critical Essays from the United States and Asia, 
(London dan New York: Routledge, 1999), hal. 25. 
Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, 
berhak atas jaminan sosial dan berhak 
akan terlaksananya hak-hak ekonomi, sosial 
dan budaya yang sangat diperlukan untuk 
martabat dan pertumbuhan bebas pri-
badinya, melalui usaha-usaha nasional 
maupun kerjasama inter-nasional, dan se-
suai dengan pengaturan serta sumber daya 
setiap negara. 
Pasal 23: 
1. Setiap orang berhak atas pekerjaan, ber-
hak dengan bebas memilih pekerjaan, 
berhak atas syarat-syarat perburuhan 
yang adil dan menguntungkan serta 
berhak atas perlindungan dari pengang-
guran; 
2. Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak 
atas pengupahan yang sama untuk 
pekerjaan yang sama; 
3. Setiap orang yang bekerja berhak atas 
pengupahan yang adil dan mengun-
tungkan, yang memberikan jaminan 
kehidupan yang bermartabat baik untuk 
dirinya sendiri maupun keluarganya, dan 
jika perlu ditambah dengan perlindungan 
sosial lainnya; 
4. Setiap orang berhak mendirikan dan 
memasuki serikat-serikat pekerja untuk 
melindungi kepentingannya. 
Untuk menerapkan semua tandar 
HAM internasional ke dalam tata hukum 
di Indonesia, menurut pendapat penulis 
dapat digunakan pendekatan hukum 
kebiasaan internasional (international cus-
tomary law). Ia boleh jadi dilihat sebagai 
instrumen HAM intenasional yang kuat se-
cara politik tetapi lemah secara hukum. 
Namun untuk mengaplikasnnya di 
Indonesia, hal tersebut dapat diselesaikan 




sistem hukum di Indonesia, sehingga lahir 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 
Tentang Hak Asasi Manusia. 
Dalam konteks hukum tata negara 
di Indonesia, pemenuhan hak ekonomi 
dapat dilakukan melalui pendekatan 
konstitusional (formal) dan pendekatan 
kultural (non formal). Tujuan peme-
nuhan hak ekonomi adalah untuk 
memelihara kemaslahatan dan kesejah-
teraan ekonomi setiap warga negara. 
Oleh karena itu, penulis berpendapat 
bahwa pemenuhan hak ekonomi bagi 
setiap warga negara hendaknya 
ditempatkan sebagai tujuan primer 
(maqashid al-dharuriyyah atau maslahat al-
dharuriyyah). 
 
Perceraian Menurut Hukum Islam  
dan Hukum Positif 
 
Selanjutnya, dalam hukum Islam, 
perceraian disebut ȃal-ThalaqȄ yang seca-
ra bahasa bermakna meninggalkan atau 
memisahkan, sebagian memberikan 
makna lepas dari ikatannya.4 Sedangkan 
dengan Syekh Zainudin ibnu Syekh 
Abdul Aziz dalam Fathul Mu’in, men-
jelaskan istilah Ȅal-Thalaq” bermakna 
cara melepaskan ikatan akad nikah 
dengan lafazh tertentu.5 Adapun Imam 
Malik menjelaskan istilah ȃal-Thalaq” 
secara umum, yakni suatu sifat hukum 
khusus yang dapat menyebabkan 
                                                          
4
 Ahmad Warson Munawir, Kamus Al-Munawir 
(Surabaya: Pustaka Progesif. 1997), hlm. 861. 
5
 Syekh Ahmad Zainuddin bin Abdul Aziz Al-
Ma’bari Al-Malibari Al-Fannani Muhaqqiq, Fathul 
Mu’in (Beirut: Dar Ibnu Hazm. 2004), cet. ke-1, hlm.  
gugurnya kehalalan hubungan suami 
istri.6 
Sedangkan menurut istilah, dijelas-
kan dalam kamus hukum disebutkan 
bahwa perceraian adalah putusnya ikat-
an tali perkawinan antara suami istri 
dengan keputusan pengadilan dan ada 
cukup alasan bahwa diantara suami istri 
tidak akan dapat hidup rukun  lagi 
sebagai suami istri.7 Sedangkan istilah 
cukup alasan dalam mengakhiri ikatan 
perkawinan antara suami istri ini ter-
cantum dalam pasal 39 ayat 2 dan 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
dan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam. 
Kemudian secara lebih rinci alasan-
alasan yang menyebabkan diajukannya 
perceraian diatur dalam Pasal 19 Per-
aturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 
sebagai Pentujuk Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi 
Hukum Islam. 
Pada dasarnya Islam telah mensya-
riatkan agar perkawinan itu dapat dilak-
sanakan selama-lamanya dan bukan ha-
nya sekedar untuk sementara. Oleh ka-
rena itu, perkawinan harus diliputi oleh 
rasa kasih sayang dan saling mencintai. 
Islam juga mengharamkan perkawinan 
yang tujuannya untuk sementara waktu 
yang tertentu sekedar untuk melepaskan 
hawa nafsu saja. Namun faktanya tidak 
                                                          
6
 A.Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam 
(Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve. 1996), jilid. 5, 
hlm. hlm.1777. 
7
 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan UUP 
(Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 




sedikit dari hubungan perkawinan 
tersebut berakhir dengan perceraian.8 
Hukum Islam di Indonesia juga te-
lah mengatur tata cara perceraian yang 
didasarkan kepada al-Quran, al-Hadits, 
dan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku di Indonesia. Misalnya, 
dalam Q.S. al-Nisa ayat 130 secara sub-
stansi dijelaskan bahwa apabila perce-
raian merupakan jalan alternatif atau 
jalan terakhir, maka Allah akan mencu-
kupkan karunianya kepada masing-
masing untuk keduanya. Namun Islam 
tetap memberikan jalan kembali apabila 
kedua belah pihak menghendakinya 
untuk kembali (rujuk) sebelum masa 
iddahnya berakhir, dengan catatan talak 
yang dilakukan bukan talak ba’in kubro. 
Selanjutnya dalam hukum positif di 
Indonesia diatur ketentuan hukum per-
ceraian seperti tercantum dalam Pasal 39 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan, bahwa: 
- Perceraian hanya dapat dilakukan di 
depan sidang pengadilan setelah 
pengadilan yang bersangkutan ber-
usaha dan tidak berhasil menda-
maikan kedua belah pihak; 
- Untuk melakukan perceraian harus 
ada cukup alasan, bahwa antara 
suami istri itu tidak akan dapat hidup 
rukun sebagai suami istri; dan 
- Tatacara perceraian didepan sidang 
pengadilan diatur dalam peraturan 
perundangan tersendiri. 
Sedangkan mengenai hukum materil 
akibat putusnya perkawinan yang dise-
                                                          
8
 Kamal Mukhtar, Azas-azas Hukum Islam 
Tentang Perkawinan (Yogyakarta: Bulan Bintang. 
1993), hlm. 157. 
babkan karena perceraian secara khusus 
diatur dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksana 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum 
Islam. Dalam Pasal 38 Undang-undang 
Nomor 1 Tahun 1974 sama dan Pasal 113 
Kompilasi Hukum Islam, bahwa perka-
winan dapat putus karena kematian, 
perceraian, dan atas putusan 
pengadilan.  
Mengenai ketentuan yang lainnya 
terdapat dalam Pasal 114 Kompilasi Hu-
kum Islam bahwa putusnya perkawinan 
yang disebabkan karena perceraian 
dapat terjadi karena talak (cerai talak) 
atau berdasarkan gugatan perceraian 
(cerai gugat). Cerai gugat diajukan ke 
pengadilan oleh pihak istri, sedangkan 
cerai talak diajukan ke pengadilan oleh 
pihak suami. 
Ada beberapa faktor yang dapat 
menyebabkan timbulnya perceraian da-
lam rumah tangga, dari faktor-faktor 
tersebut dapat dijadikan alasan bagi 
mereka untuk mengajukan perceraian ke 
Pengadilan Agama, karena dalam Pasal 
39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan disebut-
kan bahwa untuk mengajukan permo-
honan perceraian harus ada cukup alas-
an, bahwa suami istri itu tidak dapat 
hidup rukun lagi sebagaimana layaknya 
suami istri. 
Mengenai penjelasan Pasal 39 ayat 2 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan telah dirinci secara 
limitatif dalam Pasal 19 Peraturan Peme-





- Salah satu pihak pemabuk, pemadat, 
penjudi dan lain sebagainya yang su-
kar disembuhkan; 
- Salah satu pihak meninggalkan pihak 
lain selama 2 (dua) tahun berturut-tu-
rut tanpa izin pihak lain tanpa alasan 
yang sah atau karena hal lain di luar 
kemampuannya; 
- Salah satu pihak mendapatkan hu-
kuman penjara 5 (lima) tahun atau 
hukuman yang lebih berat setelah 
perkawinan berlangsung; 
- Salah satu pihak melakukan kekejam-
an atau penganiayaan berat yang 
membahayakan pihak yang lain; 
- Salah satu pihak mendapatkan cacat 
badan atau penyakit dengan akibat 
tidak dapat menjalankan kewajiban 
sebagai suami istri; dan 
- Antara suami istri terus menerus ter-
jadi perselisihan dan pertengkaran 
dan tidak ada harapan hidup rukun 
lagi dalam rumah tangga. 
Selain alasan-alasan terjadinya per-
ceraian seperti yang telah disebutkan di 
atas, ada alasan lain yang dijelaskan 
dalam pasal 116 Kompilasi Hukum 
Islam sebagai berikut ini: 
- Suami melanggar taklik talak; dan 
- Peralihan agama atau murtad yang 
menyebabkan ketidakrukunan dalam 
rumah tangga. 
Taklik talak adalah syarat-syarat 
yang diperjanjikan sehingga apabila ter-
langgar oleh suami terbukalah kesem-
patan mengambil inisiatif untuk talak 
oleh pihak istri kalau dia menghen-
dakinya.9 Selanjutnya saya mengucap-
                                                          
9
 Sayuti Talib, Hukum Kekeluargaan Indonesia 
(Jakarta: Penerbit UI. 1986), hlm. 106. 
kan sighat taklik talak atas istri saya 
sebagai berikut, sewaktu-waktu saya: 
- Meninggalkan istri saya tersebut dua 
tahun berturut turut; 
- Atau saya tidak memberi nafkah wa-
jib kepadanya tiga bulan lamanya; 
- Atau saya menyakiti badan /jasmani 
istri saya itu; dan 
- Atau saya membiarkan (tidak mem-
pedulikan) istri saya itu enam bulan 
lamanya. 
Apabila istri tidak ridha dan meng-
adukannya kepada Pengadilan Agama, 
atau petugas yang diberi hak untuk 
mengurus pengaduan itu, dan peng-
aduannya dibenarkan, serta diterima 
oleh pengadilan atau petugas tersebut, 
dan istri saya itu membayar uang sebe-
sar 10.000, (sepuluh rupiah) seba-gai 
iwadl (pengganti) kepada saya, maka 
jatuhlah talak saya kepadanya kepada 
pengadilan atau petugas tersebut yang 
tadi saya kuasakan untuk menerima 
uang iwadl (pengganti) itu dan kemu-
dian memberikannya untuk ibadah 
sosial.10 
Mengenai alasa-alasan yang telah 
dipaparkan di atas, menurut pendapat 
penulis, apabila pemohon akan meng-
ajukan permohonan atau gugatan perce-
raian kepada Pengadilan Agama sebe-
narnya tidak perlu membuktikan semua 
alasan-alasannya, salah satu alasan saja 
sudah cukup dan akan menjadi dasar 
pertimbangan untuk dikabulkannya per-
mohonan atau gugatan perceraian 
tersebut di Pengadilan Agama. 
                                                          
10M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan 
dan Acara Peradilan Agama UU Nomor 7 Tahun 





Penghapusan KDRT  
Kekerasan adalah serangan terhadap 
fisik dan mental.11 Sebagian pendapat 
menjelaskan bahwa kekerasan pada 
dasarnya adalah semua bentuk perilaku 
baik verbal maupun non verbal yang 
dilakukan oleh seseorang ataupun seke-
lompok orang terhadap seseorang atau 
sekelompok orang lainnya, sehingga 
menyebabkan efek negatif secara fisik, 
emosional, dan psikologi.12 
Sedangkan definisi kekerasan dalam 
arti khusus adalah perilaku suami terha-
dap istri atau sebaliknya dengan bentuk 
penyerangan terhadap psikis, fisik, sek-
sual maupun ekonomi dengan maksud 
untuk melukai fisik atau mentalnya.13 
Sedangkan lingkup rumah tangga dalam 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 
meliputi: suami, istri, dan anak. Lebih 
jelasnya lagi orang yang mempunyai 
hubungan keluarga disini disebabkan 
karena hubungan darah, perkawinan, 
persusuan, pengasuhan dan perwalian 
yang menetap dalam rumah tangga. 
Pengertian KDRT juga dijelaskan 
dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang 
Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pengha-
pusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
yang menyatakan bahwa kekerasan da-
lam rumah tangga adalah setiap per-
buatan terhadap seseorang terutama 
perempuan, yang berakibat timbulnya 
                                                          
11
 M.S. Hadi dan Aminah, Kekerasan Di Balik 
Cinta (Yogyakarta: Rifka Anisa Women Crisis 
Center. 2000), hlm. 2. 
12
 E.N. Hayati, Derita Di Balik Harmoni 
(Yogyakarta: Rifka Anisa Women Crisis Center. 
2001), hlm. 25. 
13
 Skripsi yang ditulis oleh A.Nurani, Sikap Jender 
Patriarkhis dan Kekerasan Terhadap Istri 
(Yogyakarta. 2004), hlm. 19. 
kesengsaraan atau penderitaan secara 
fisik, seksual, dan atau penelantaran ru-
mah tangga termasuk ancaman untuk 
melakukan perbuatan, pemaksaan, atau 
perampasan kemerdekaan secara mela-
wan hukum dalam lingkup rumah 
tangga. 
Dengan demikian, pengertian 
umum KDRT adalah suatu perbuatan 
yang dilakukan oleh seseorang terhadap 
anggota keluarga karena adanya hu-
bungan darah, perkawinan, persusuan 
atau pengasuhan, dan perwalian, yang 
disebabkan adanya serangan fisik, psi-
kis, seksual, dan penelantaran rumah 
tangga, sehingga mengakibatkan rasa 
sakit atau kesengsaraan pada diri 
seseorang. 
Ada beberapa faktor yang dapat 
menyebabkan terjadinya KDRT. secara 
umum, penyebab terjadinya kekerasan 
dalam rumah tangga karena empat 
faktor, yaitu:14 (1) personal history, yaitu 
faktor individual pelaku. misalnya, 
tumbuh dan berkembang dalam keluar-
ga yang penuh dengan kekerasan atau 
anak yang memang mengalami trauma 
kekerasan dari orang tuanya; (2) micro 
system adalah faktor keluarga. Missal-
nya, dominasi figur suami dalam 
keluarga, kemudian penggunaan 
alkohol dan adanya konflik-konflik 
perkawinan; (3) ecosystem adalah faktor 
komunitas. misalnya, kondisi sosial 
ekonomi yang rendah, pengangguran, 
dan pengaruh kenakalan lingkungan; 
dan (4) macro system adalah faktor struk-
tural. misalnya, maskulinitas yang 
dipersepsikan sebagai dominan dan 
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agresif, budaya patriarkhis, toleransi 
terhadap kekerasan. menurut hemat 
penulis, keempat penyebab tersebut ba-
nyak memicu terjadinya tidakan keke-
rasan dalam rumah tangga. 
Untuk menyelesaikan perkara-per-
kara KDRT, penulis berpendapat bahwa 
penting untuk melakukan mediasi me-
lalui pendekatan psikologis bagi para 
pihak, terutama mereka yang dipandang 
sebagi korban. Korban KDRT merupa-
kan pihak yang paling berat menang-
gung beban akibat perceraian karena 
KDRT. Dalam konteks ini, para korban 
hendaknya mendapatkan pendamping-
an dan bimbingan dari psikiater di Trau-
ma Center untuk memulihkan kondisi 
psikologisnya.  
Sedangkan untuk penyelesaian hu-
kumnya bisa juga dilakukan melalui dua 
bentuk, yaitu melalui pendekatan litigasi 
(pengadilan) dan pendekatan non liti-
gasi (luar pengadilan). Penyelesaian hu-
kum kasus KDRT melalui pendekatan 
litigasi di pengadilan prosesnya sangat 
rumit dan lambat. Berbeda halnya de-
ngan proses penyelesaian di luar peng-
adilan atau yang sering disebut non 
litigasi melalui proses alternative dispute 
resolution (ADR) atau biasa dikenal 
dengan mediasi, dipandang lebih 
mudah, cepat, dan biaya ringan. 
Menurut pandangan penulis, lan-
dasan hukum mediasi dalam penyele-
saian sengketa diatur dalam Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang 
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 
Sengketa. Namun, pada umumnya alter-
native dispute resolution tersebut banyak 
digunakan untuk kasus-kasus sengketa 
perdata bukan untuk kasus-kasus pida-
na. Khusus dalam penyelesaian kasus 
pidana berdasarkan perundang-undang-
an yang berlaku di Indonesia saat ini 
(hukum positif) pada prinsipnya tidak 
dapat diselesaikan di luar pengadilan 
(non litigasi), walaupun dalam hal-hal 
tertentu dimungkinkan adanya penye-
lesaian kasus pidana di luar pengadilan. 
Mediasi dalam kasus pidana inilah yang 
diistilahkan dengan mediasi penal. 
 
Pemenuhan Hak Ekonomi Korban 
Perceraian Akibat KDRT 
Seperti telah dijelaskan penulis sebe-
lumnya, hak ekonomi merupakan hak 
dasar dan sekaligus hak konstitusional 
setiap warga Negara yang harus dilin-
dungi oleh konstitusi dan peraturan per-
undang-undangan. Demikian penting-
nya pemenuhan hak ekonomi tentu ia 
menjadi tanggung jawab setiap individu 
(personal responsibility) dan juga tang-
gung jawab negara (state responsibility). 
Sifatnya melekat (indivisibility) dan tak 
dapat dicabut oleh siapapun 
(universality). 
Jika mengacu kepada Instruksi Pre-
siden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang 
Kompilasi Hukum Islam tampaknya 
tidak banyak dijelaskan secara tegas sia-
pa saja para pihak atau subyek hukum 
yang dianggap melakukan tindakan 
KDRT. Namun di dalam Pasal 114, 115, 
dan 116 Instruksi Presiden Nomor 1 
Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum 
Islam hanya dijelaskan tentang alasan 
perceraian berikut sebab-sebabnya, para 
pihak yang bisa menjatuhkan cerai talak 




Namun demikian, upaya perlin-
dungan hukum bisa mengacu kepada 
Pasal 21-23 Universal Declaration on Hu-
man Rights (UDHR), Pasal 6-17 Interna-
tional Covenant for Civil and Political 
Rights (ICCPR), dan Pasal 3-15 Internati-
onal Covenant for Economic, Social, and 
Cultural Rights (ICESCR). Ketiga konven-
si internasional tersebut telah diratifikasi 
dalam Pasal 28 A-J Undang-Undang 
Dasar 1945 Amandemen Ke-I (18 
Agustus 1999), dan diturunkan ke dalam 
Pasal 9-66 Undang-Undang Nomor 39 
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 
Dalam ketiga konvensi internasional 
dan peraturan perundang-undangan 
hak asasi manusia tersebut, dimuat 
beberapa dimensi dan standar HAM 
universal yang berkaitan dengan hak-
hak ekonomi, sosial, dan budaya bagi 
suami/istri, anak, dan individu lainnya 
yang masuk dalam ruang lingkup kor-
ban KDRT. Perlindungan hukum dan 
pemenuhan hak atas pekerjaan, bebas 
memilih pekerjaan, berhak atas syarat-
syarat perburuhan yang adil dan 
menguntungkan, berhak atas perlin-
dungan dari pengang-guran, bebas dis-
kriminasi, berhak atas pengupahan 
yang adil dan menguntungkan, ber-
hak atas jaminan kehidupan untuk diri 
sendiri maupun keluarga, berhak atas 
perlindungan sosial, serta berhak untuk 
mendirikan dan bergabung dalam 
serikat-serikat pekerja. 
Sedangkan menurut hukum Islam 
yang berlaku di Indonesia diatur, mi-
salnya dalam dalam Instruksi Presiden 
Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi 
Hukum Islam diatur bahwa jika perka-
winan putus karena cerai talak, maka 
bekas suami wajib memenuhi hak-hak 
istri sebagai berikut: 
- Memberikan harta (mut'ah) yang 
layak kepada bekas istrinya, baik 
berupa uang atau benda kecuali bekas 
istrinya tersebut tidak pernah 
melakukan hubungan badan (qabla al-
dukhul);  
- Memberikan nafkah, tempat tinggal 
(maskan) dan pakaian (kiswah) kepada 
bekas istri selama masa tunggu 
(iddah selama 90 hari), kecuali bekas 
istri telah dijatuhi talak bain atau 
nusyur dan dalam keadaan tidak 
hamil;  
- Melunasi mas kawin (mahar) yang 
masih terhutang seluruhnya dan 
separoh apabila qobla al-dukhul;  
- Membebankan biaya pemeliharaan 
(hadhanah) untuk anak-anaknya yang 
belum mencapai 21 tahun. 
Selain itu, di dalam Instruksi 
Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang 
Kompilasi Hukum Islam juga diatur 
bahwa jika perkawinan putus karena 
gugat cerai, maka suami dan istri wajib 
memenuhi hak-hak anak sebagai 
berikut: 
1. Anak yang belum mummayiz (di 
bawah 12 tahun) berhak mendapat 
hadhanah dari ibunya (kecuali ibu-
nya telah meninggal dunia);  
2. Anak yang sudah mummayiz berhak 
memilih untuk mendapatkan hadha-
nah dari ayah atau ibunya;  
3. Apabila pemegang hadhanah ter-
nyata tidak dapat menjamin kese-
lamatan jasmani dan rohani anak 




hadhanah telah dicukupi, maka atas 
permintaan kerabat yang bersang-
kutan Pengadilan Agama dapat 
memindahkan hak hadhanah kepa-
da kerabat lain yang mempunyai 
hak hadhanah pula;  
4. Semua biaya hadhanah dan nafkah 
anak menjadi tanggung jawab ayah 
menurut kemampuan, sekurang-ku-
rangnya sampai anak dewasa dapat 
mengurus diri sendiri yaitu 21 
tahun;  
5. Bilamana terjadi perselisihan menge-
nai hadhanah dan nafkah anak, 
Pengadilan Agama yang membe-
rikan Putusan;  
6. Pengadilan dapat pula mengingat 
kemampuan ayahnya menetapkan 
jumlah biaya untuk pemeliharaan 
dan pendidikan anak-anak yang 
tidak turut padanya. 
Demikian halnya apabila dilihat dari 
perspektif hukum perkawinan Islam 
maupun Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan telah 
diatur bahwa bekas suami memiliki hak 
untuk menjatuhkan talak kepada is-
trinya sesuai dengan alasan-alasan seba-
gaimana juga diatur dalam Instruksi 
Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang 
Kompilasi Hukum Islam. Bagi orang 
Islam di Pengadilan Agama maupun 
orang non Islam di Pengadilan Negeri 
dikenal istilah cerai talak, sedangkan 
untuk putusan pengadilannya sendiri 
dikenal juga istilah cerai gugat. Seperti 
yang telah dijelaskan sebelumnya, per-
bedaannya terletak pada cerai talak 
sebagai cerai yang dijatuhkan oleh 
suami kepada istri, sedangkan cerai 
gugat adalah cerai yang dijatuhkan oleh 
istri kepada suami. 
Di samping itu, di dalam Pasal 41 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
Tentang Perkawinan juga telah disebut-
kan bahwa akibat putusnya perkawinan 
terjadi karena perceraian ialah suami 
istri masih memiliki kewajiban sebagai 
berikut: 
1. Baik ibu atau bapak tetap berkewa-
jiban memelihara dan mendidik 
anak-anaknya, semata-mata berda-
sarkan kepentingan anak; bilamana 
ada perselisihan mengenai pengua-
saan anak-anak, Pengadilan mem-
beri keputusannya; 
2. Bapak yang bertanggung-jawab atas 
semua biaya pemeliharaan dan pen-
didikan yang diperlukan anak itu; 
bilamana bapak dalam kenyataan 
tidak dapat memenuhi kewajiban 
tersebut, Pengadilan dapat menen-
tukan bahwa ibu ikut memikul biaya 
tersebut; 
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepa-
da bekas suami untuk memberikan 
biaya penghidupan dan/atau me-
nentukan sesuatu kewajiban bagi 
bekas isteri. 
Mengacu kepada beberapa ketentu-
an hukum di atas, penulis berpendapat 
bahwa adanya lembaga mediasi dan 
difungsikannya secara optiomal lem-
baga mediasi tersebut hendaknya mem-
bawa banyak dampak positif. Lembaga 
mediasi ini selalu berpulang pada tujuan 
penegakan hukum. Dalam istilah hu-
kum Islam, mediator atau hakam baik 
dari pihak suami maupun dari pihak 




Setiap perkara yang bisa diarahkan 
dengan menggunakan lembaga hakam 
dan mengarah pada pengadilan, sebisa 
mungkin menggunakan lembaga medi-
asi.15 Lembaga mediasi ini maksudkan 
agar permohonan cerai suami-istri dapat 
berakhir dengan perdamaian kedua 
belah pihak tanpa harus meneruskan 
permohonan cerai ke pengadilan. 
Apabila terjadi perselisihan menge-
nai hak atas harta gono gini atau harta 
bersama, dijelaskan dalam Instruksi 
Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang 
Kompilasi Hukum Islam juga diatur 
bahwa pola pembagiannya adalah ma-
sing-masing berhak mendapatkan 1/2 
(seperdua) sepanjang tidak ditentukan 
lain dalam perjanjian perkawinan (per-
janjian pra nikah). Apabila terjadi 
sengketa di kemudian hari tanpa adanya 
perjanjian pra nikah, maka penyelesaian 
juga dapat dilakukan dengan cara 
perdamaian atau mediasi (litigasi), dan 
jika tidak tercapai kesepakatan, maka 
bisa pula dilakukan dengan cara upaya 
hukum di Pengadilan Agama (litigasi). 
Berdasarkan beberapa ketentuan hu-
kum dan pasal di atas tampak jelas 
bahwa walaupun telah terjadi perceraian 
masing-masing pihak –dalam hal ini 
suami dan istri– dipandang masih tetap 
memiliki tanggung jawab untuk melin-
dungi hak-hak anak yang lahir dari hasil 
perkawinan mereka. Demikian pula 
suami pun tetap memiliki kewajiban dan 
tanggung jawab terhadap mantan istri-
nya selama mantan istrinya tersebut 
belum memiliki suami atau menikah lagi 
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 Mahyuddin, Annawawi Majmu’ Syarah 
Muhazzab. Jilid IV, (Jeddah: Maktabah AlIrsyad, 
1990), hlm. 141. 
dengan orang lain. Pendek kata, keber-
adaan Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2004 Tentang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU 
PKDRT) hanya manjadi instrumen 
hukum penunjang untuk memberikan 
perlindungan hukum bagi korban perce-
raian akibat KDRT yang bersifat 
sementara dan perlindungan dengan 
penetapan pengadilan serta pelayanan 
dalam perkara pidana. 
 
SIMPULAN  
Perkawinan idealnya merupakan 
upaya untuk membangun ikatan keluar-
ga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, 
demi tujuan untuk melanjutkan ketu-
runan dan kebahagiaan di dunia dan 
akhirat. Tapi sebagian cita-cita muia 
perkawinan tersebut tidaj terwujud 
karena berujung pada perceraian yang 
disebabkan oleh banyak faktor, salah 
satunya karena kekerasan dalam rumah 
tangga. Hukum Islam mengatur pence-
raian tidak semudah dalam perkawinan, 
sehingga muncul dalil hukum yang 
berbunyi: ”thalak atau perceraian adalah 
perbuatan halal yang paling dibenci Tuhan”. 
Meskipun perceraian dibolehkan da-
lam hukum Islam, namun sebab-sebab 
terjadinya perceraian menjadi klausul 
utama yang menyebabkan akibat hukum 
perceraian itu menjadi baik atau buruk. 
Terlepas dari semua sebab yang dimak-
sud, perceraian tetaplah merupakan 
suatu perubatan hukum yang dipan-
dang lebih banyak madharatnya dari-
pada maslahatnya. Terlebih lagi bagi 
perceraian yang diakibatkan oleh keke-




terbukti lebih banyak menimpa ka-
langan perempuan dan anak-anak. 
Sejumlah istrumen hukum yang ber-
laku di Indonesia telah menggaransi 
perlindungan hukum bagi korban perce-
raian akibat kekerasan dalam rumah 
tangga, namun secara ekonomi – keten-
tuan hukum Islam yang diatur di dalam 
Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 
Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum 
Islam–tampaknya lebih melindungi hak-
hak ekonomi korban perceraian akibat 
kekerasan dalam rumah tangga. 
Sedangkan Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2004 Tentang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU 
PKDRT) cenderung bersifat preventif 
terutama untuk perkara perceraian yang 
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